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Nomor	:  2310/KPTA.W3-A/PW1.1.1/VII/2024	Padang, 16 Juli 2024
Lampiran	:	1 berkas
Hal	:	Ikhtisar Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas 
		Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama di 
		Lingkungan PTA Padang

Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
Di 
	Jakarta

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PTA Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama.
2. PTA Padang telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tingkat Pertama Tahun 2024, dengan metode evaluasi sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. Laporan Hasil Evaluasi telah disampaikan ke masing-masing Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama (terlampir) dengan pemeringkatan dan rekapitulasi hasil evaluasi sebagai berikut:
	No
	UNIT KERJA
	NILAI PER KOMPONEN
	Nilai 

	
	
	
	

	
	
	Perencanaan Kinerja
(30)
	Pengukuran Kinerja 
(30)
	Pelaporan Kinerja
(15)
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
(25)
	

	1
	PA Pariaman
	23,7
	22,5
	12,45
	19,25
	77,9

	2
	PA Solok
	24,6
	21,9
	12
	19,25
	77,75

	3
	PA Sawahlunto
	25,5
	21,6
	11,25
	19
	77,35

	4
	PA Pulau Punjung
	23,1
	22,5
	10,8
	17,5
	73,9

	5
	PA Batusangkar
	24
	23,4
	12
	18
	77,4

	6
	PA Padang
	23,1
	23,4
	12,3
	21,25
	80,05

	7
	PA Padang Panjang
	23,4
	23,4
	12,45
	18
	77,25

	8
	PA Sijunjung
	23,1
	21,9
	11,25
	17,75
	74

	9
	PA Koto Baru
	23,1
	22,5
	11,25
	17,5
	74,35

	10
	PA Muara Labuh
	23,1
	21
	11,55
	17,75
	73,4

	11
	PA Painan
	23,7
	21
	11,55
	19,25
	75,5

	12
	PA Bukittinggi
	26,1
	24,6
	12,3
	18
	81

	13
	PA Lubuk Sikaping
	23,4
	22,2
	11,55
	16,25
	73,4

	14
	PA Talu
	23,4
	22,5
	11,25
	17,5
	74,65

	15
	PA Maninjau
	23,4
	22,2
	11,55
	16,25
	73,4

	16
	PA Payakumbuh
	24,6
	21,6
	11,1
	17,75
	75,05

	17
	PA Tanjung Pati
	24,6
	20,7
	12
	17,5
	74,8

	18
	PA Lubuk Basung
	23,4
	24
	11,55
	17,75
	76,7



3. Berdasarkan hasil capaian kinerja masing-masing unit kerja tersebut, direkomendasikan untuk:
a. Dokumen Perencanaan Kinerja Internal yang telah ditetapkan oleh satker agar merujuk kepada SK SEKMA nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada dibawahnya (sesuai mandat kebijakan nasional).
b. Membuat Laporan periodik atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja sesuai pelaksanaan rencana aksi yang telah disusun secara berkala. Matrik monitoring dan evaluasi Rencana Aksi perjanjian kinerja, Kertas Kerja Reviu Laporan Kinerja, Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP dan format penyataan telah direviu agar mempedomani surat SEKMA nomor 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 perihal tindak Lajut Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.
c. Laporan Kinerja agar dilakukan reviu dan tidak sekedar pernyataan telah direviu namun benar benar dilakukan sesuai ketentuan sehingga informasi dalam laporan kinerja dapat diandalkan. 
d. Agar Isu Strategis dalam Laporan Kinerja dapat disampaikan dan diselaraskan dengan Isu Strategis yang ada di dokumen Renstra. Format pelaporan Kinerja agar disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
e. Melakukan Evaluasi internal secara berjenjang dan berkala baik pada dokumen perencanaan, pelaporan maupun tindak lanjut terhadap rekomendasi SAKIP, sehingga tindak lanjut yang telah di perbaiki tidak terulang dan menjadi catatan Evaluator pada penilaian SAKIP Tahun berikutnya.
Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perkenaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.
Ketua 
Pengadilan Tinggi Agama Padang


Abd. Hakim
Tembusan Yth:
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI
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